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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang  
Undang-Undang Pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya 
disebut UUPA), bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, serta 
mengkondisikan tatanan legalitas.
1
 Adapun landasankonstitusional kebijakan 
pembangunan bidang pertanahan pada intinyabersumber pada Pasal 33 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar 1945 yangberbunyi: “Bumi dan air serta kekayaan alam 
yang terkandung didalamnyadikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuranrakyat”. Berdasarkan landasan konstitusional tersebut, 
dengan disahkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960 berarti telah 
diletakkan landasan bagipenyelenggaraan administrasi pertanahan guna 
mewujudkan tujuannasional.
2
 
Tujuan pokok UUPA tersebut diatur macam-macam hak atas tanah yang 
dapat diberikan dan dipunyai oleh setiap orang, baik sendiri-sendiri maupun 
                                                          
1
 Hal ini dapat dilihat dari dalam penjelasan umum angka I UUPA yang menyebutkan: 
a.  Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan 
alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat 
terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur; 
b.  Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam 
hukum pertanahan; 
c.  Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas 
tanah bagi rakyat seluruhnya. 
 
2
 Tujuan nasional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 
keempat,yaitu:“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa  dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia.” 
bersama-sama dengan orang lain ataupun badan hukum
3
. Menurut Pasal 16 
UUPA, hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai dan diberikan kepada setiap orang 
dan atau badan hukum adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak 
pakai, dan lain-lain sebagainya.
4
          
Terbatasnya jumlah lahan untuk dijadikan tempat tinggal, maka orang perlu 
untuk mendapatkan suatu jaminan akan kepastian hukum terhadap hak 
kepemilikan atas tanah yang mereka miliki.  Keinginan untuk mendapatkan 
jaminan kepastian hukum, diperlukan adanya suatu bukti tertulis yang 
menerangkan suatu kepemilikan atau hak milik yang dipunyai oleh seseorang 
tersebut. Bukti tertulis itu disebut sertifikat hak atas tanah.
5
 Pemberian sertifikat 
hak atas tanah adalah merupakan perwujudan daripada salah satu tujuan pokok 
dari UUPA yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak 
atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 19 ayat (1) UUPA tentang pendaftaran tanah yang menyatakan 
bahwa:“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 
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 Terhadap hak milik atas tanah tersebut, undang-undang memberikan kewenangan untuk 
menggunakannya bagi segala macam keperluan dengan jangka waktu yang tidak terbatas, 
sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu, sedangkan hak guna usaha hanya untuk 
mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan pertanian 
(perkebunan), perikanan atau peternakan. Demikian pula dengan hak guna bangunan 
hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah milik orang lain atau tanah 
yang dikuasai langsung oleh negara. 
4
 Dimaksud dengan  hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 
dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 UUPA), sedangkan hak guna usaha adalah hak untuk 
mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu 
(paling lama enampuluh tahun), guna perusahaan pertanian (perkebunan), perikanan atau 
peternakan (Pasal 28), dan hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 
mempunyai bangunan  atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu 
paling lama 30 tahun (Pasal 35). Dari semua jenis hak atas tanah yang dapat dipunyai 
oleh orang atas tanah, maka hak milik merupakan hak yang penggunaannya tidak 
ditentukan, tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 
5
 Sertifikat hak atas tanah adalah tanda bukti atau alat pembuktian mengenai pemilikan 
tanah sehingga merupakan surat/barang yang bernilai. 
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang 
diatur dengan peraturan pemerintah”.6 
Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama 
memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang 
dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya. 
Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus konkret diperlukan juga 
terselenggaranya pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak 
atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang 
dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan 
calon kreditur, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah 
yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah 
untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan. Salah satu aspek yang dibutuhkan 
untuk tujuan tersebut adalah mengenai kepastian hak atas tanah yang menjadi 
dasar utama dalam rangka kepastian hukum kepemilikan atas tanah. 
Adapun fungsi pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh alat pembuktian 
yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah. Akan tetapi untuk 
perbuatan hukum tertentu, pendaftaran tanah mempunyai fungsi lain, yaitu untuk 
memenuhi sahnya perbuatan hukum itu. Artinya tanpa dilakukan pendaftaran, 
perbuatan hukum itu tidak terjadi dengan sah menurut hukum. Ini misalnya 
berlaku bagi pendaftaran hipotik/hak tanggungan. Sebelum didaftar di Kantor 
Pertanahan, hipotik/hak tanggungan itu belum mengikat secara hukum. 
Pendaftaran jual beli atau hibah atau tukar menukar bukan berfungsi untuk sahnya 
perbuatan itu, tetapi sekedar memperoleh alat bukti mengenai sahnya perbuatan 
itu. Alat bukti itu adalah sertifikat yang didalamnya disebut adanya perbuatan 
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 Lihat: Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah. 
hukum itu dan bahwa pemiliknya sekarang adalah pembeli atau yang menerima 
hibah atau yang memperoleh penukaran.
7
 
Usaha di bidang pendaftaran tanah jelas bertujuan untuk memberikan 
kepastian hukum kepada pemegang haknya dan demikian juga kepada obyek 
(luasnya dan batasnya). Pehingga pemerintah maupun pihak yang berkepentingan 
dapat dengan mudah untuk mengetahui data-data yang disimpan di kantor 
pertanahan baik tentang subyek maupun obyek hak atas tanah disusun sedemikian 
rupa. Kesemuanya itu dapat diteliti agar dikemudian hari memudahkan siapa pun 
yang ingin melihat data-data tersebut, apakah itu calon pembeli ataukah kreditur 
ataukah pemerintah sendiri dalam rangka mempelancar setiap peralihan hak atas 
tanah atau dalam rangka pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah. 
Fungsi utama sertifikat hak atas tanah adalah sebagai alat bukti, tetapi 
sertifikat bukan satu-satunya alat bukti hak atas tanah. Hak atas tanah seseorang 
masih mungkin dibuktikan dengan alat bukti lain, misalnya akta register yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Desa letak tanah tersebut berada. Sertifikat sebagai 
alat bukti sangat penting misalnya di dalam hal pemindahan hak, dan perbuatan 
hukum pemindahan hak bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah kepada 
pihak lain (yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak), yang berupa : jual-beli 
tanah, tukar menukar, hibah atau hibah wasiat dan lain-lainnya.  
Pendaftaran tanah yang harusnya memberikan kepastian hukum atas 
kepemilikan tanah pada saat ini mengalami kendala. Kendala yang dihadapi oleh 
Badan Pertanahan Negara (untuk selanjutnya disebut BPN) pada saat ini yaitu 
adanya sertifikat-sertifikat ganda yang dimiliki oleh dua pemilik atas satu bidang 
tanah yang sama. Sertifikat ganda merupakan salah satu faktor penyebab konflik 
                                                          
7
 Efendi Perangingangin, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang 
Praktisi Hukum, Cet. 4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 96. 
pertanahan di Indonesia. Adapun pemberian sertifikat ini seringkali dilakukan 
oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain sertifikat ganda ada 
juga sertifikat palsu yang beredar di kalangan masyarakat. Hal ini menimbulkan 
keresahan di masyarakat.
8
 Oleh karena belum terciptanya jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum,maka timbullah gejala penguasaan dan pengusahaan atas 
bidang-bidang tanah olehpihak-pihak tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan 
hukum, seperti pendudukanatau pengklaiman atas suatu bidang tanah oleh 
seseorang/kelompok orang yang belum tentu berhak atas tanah yang 
bersangkutan. 
Permasalahan dalam sengketa kepemilikan hakatas tanah yang sering terjadi 
saat ini adalah menyangkut tentang pembatalan sertifikat kepemilikan atas tanah, 
terutama antara Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) dengan 
Peradilan Umum, hal ini menjadi suatu problem dalam bentuk dualisme
9
 
kewenangan. Kondisi demikian dapat menciptakan suatu ketidakpastian hukum. 
Yahya Harahap dalam hal ini mengemukakan bahwa betapa tidak praktis suatu 
proses peradilan yang mengharuskan suatu kasus dengan subjek, objek, dan pokok 
permasalahan yang sama ke dalam dua forum peradilan yang berbeda.
10
 
                                                          
8
 Adanya sebidang tanah yang mempunyai sertifikat ganda menimbulkan sengketa antar 
para pihak. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif berupa belum tercipta kepastian dan 
perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. 
9
  Dualisme yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah adanya dua pihak yang 
menangani perkara pembatalan atas Sertifikat Hak Milik yakni oleh Peradilan Tata Usaha 
Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri. Pembatalan sertifikat kepemilikan hak atas tanah 
menunjuk kepada sertifikat “Ganda” yang sama-sama dikeluarkan oleh BPN atau “Aspal” 
(maksudnya sertifikat tersebut dikeluarkan oleh BPN namun mengandung cacat hukum 
dalam data-data yuridisnya). Oleh karena itu, penyelesaian yang berbeda ini 
menimbulkan perbedaan kewenangan dan implikasi yuridisnya serta berpengaruh 
terhadap kepastian hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan, termasuk pula aspek 
perlindungan hukumnya. 
10
 M Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 
Tahun 1989 Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 173.  
Terdapat beberapa fakor yang menyebabkan terjadinya sengketa di bidang 
pertanahan, antara lain: 
11
 
1. Peraturan yang belum lengkap;  
2. Ketidaksesuaian peraturan;   
3. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah 
tanah yang tersedia;  
4. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;  
5. Data tanah yang keliru;   
6. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa 
tanah;  
7. Transaksi tanah yang keliru;   
8. Ulah pemohon hak atau,  
9. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih 
kewenangan.  
Secara umum, sengketa pertanahan yang timbul di Indonesia dapat 
dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klasifikasi permasalahan, yaitu permasalahan 
yang berkaitan dengan :
12
 
1.   Pengakuan kepemilikan atas tanah;  
2.   Peralihan hak atas tanah;  
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 Mudjiono, Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui 
Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan, Jurnal Hukum No. 3 Vol.14 Juli 2007, hlm.458 -
473. 
12
 Universitas Gadjah Mada, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Suatu 
Ringkasan Eksekutif, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, 2002, 
hlm.15. 
3.   Pembebanan hak dan  
4.   Pendudukan eks tanah partikelir.  
Ditinjau dari subyek yang bersengketa, sengketa pertanahan dapat 
dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) macam yaitu :
13
 
1.   Sengketa tanah antar warga;  
2.  Sengketa tanah antara Pemerintah Daerah dengan warga setempat dan  
3.  Sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. 
Menurut data BPN, jumlah permasalahan tanah sampai dengan bulan 
September 2013 yang meliputi sengketa, konflik, dan perkara seluruh Indonesia 
4.223 kasus. Jumlah kasus pertanahan mencapai 4.223 kasus yang terdiri dari sisa 
kasus tahun 2012 sebanyak 1.888 kasus dan kasus baru sebanyak 2.335 kasus. 
Jumlah kasus yang telah selesai mencapai 2.014 kasus atau 47,69% yang tersebar 
di 33 Propinsi seluruh Indonesia.
14
 Hal itu menjadikan salah satu tantangan bagi 
BPN menuntaskan permasalahan itu dengan Operasi Tuntas Sengketa.Jangka 
waktu penyelesaiannya selama 60 hari, sedangkan Operasi Sidik Sengketa, jangka 
waktu penyelesaiannya 90 hari.  
Apabila dilihat dari tipologi permasalahan, hampir 85 persennya merupakan 
kasus dengan tipologi sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah.Sedangkan 
sisanya, dengan tipologi sengketa hak dan sengketa batas/letak tanah.Hal ini jelas 
menunjukkan, sebagian besar masyarakat telah mengetahui hak mereka terhadap 
tanah yang mereka miliki dan kuasai, terlepas bahwa tanah tersebut sudah 
bersertifikat atau belum.Dengan adanya kesadaran masyarakat menyelesaikan 
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 Ibid, hlm.15. 
14
 www.bpn.go.id/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan/ online internet tanggal 8 
September  2015, Jam: 14.00 WIB. 
permasalahan tanah yang ada, kiranya dapat turut mendukung penuntasan 
permasalahan tanah yang dihadapi BPN pada umumnya.
15
 
Dari tipologi permasalahan tersebut, kemudian dapat ditilik lebih mendalam 
mengenai para pihak yang bersengketa.Sengketa antar individu mencapai 89%, 
sengketa individu dengan badan hukum 6%, sedangkan sengketa antara individu 
dan pemerintah 5%.Untuk dapat meraih kembali hak-hak atas tanahnya yang 
diduduki dan atau dikuasai pihak lain itu, baik secara de facto maupun dejure, 
peraturan perundang-undangan telah menentukan bahwa masyarakat yang 
terlanggar haknya dapat menempuh jalur hukum melalui proses peradilan.  
Dalam prakteknya, penyelesaian terhadap sengketa pertanahan bukan hanya 
dilakukan oleh BPN tetapi juga bisa diselesaikan oleh lembaga Peradilan Umum. 
Putusan BPN kemudian juga dilakukan gugatan kepada PTUN. Jika di Peradilan 
Umum lebih menitikberatkan kepada hal-hal mengenai perdata dan pidana dalam 
sengketa pertanahan, lain halnya dengan PTUN yang menyelesaikan sengketa 
pertanahan berkaitan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPN atau 
pejabat daerah lainnya yang berkaitan dengan tanah.
16
 
Wewenang BPN untuk menyelesaikan sengketa pertanahan didasarkan pada 
Pasal 16 huruf d Keputusan Presiden atau disingkat Kepres No. 26 Tahun 1988 
tentang Badan Pertanahan Nasional juncto Kepres No. 154 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Kepres No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasionalyang 
intinya menegaskan: "Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah BPN 
menyelenggarakan fungsi menyelesaikan sengketa hukum di bidang pertanahan 
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 www.bpn.go.id/Penyelesaian Sengketa Pertanahan/ online internet tanggal 28 Agustus 
2015, Jam: 14.20 WIB. 
16
 Angga. B. Ch. Eman, Penyelesaian Terhadap Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan 
Nasional Lex et Societatis, Vol. I/No. 5/September/2013. 
serta kegiatan penertiban hak atas tanah" dan proses penanganan sengketanya 
didasarkan pada: 
1.  Peraturan Menteri Negara Agraria atau Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 
1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan; 
2.  Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan 
Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas 
Tanah Negara; dan 
3.   Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara 
Pemberian   dan   Pembatalan   Hak  Atas   Tanah   Negara   Dan   Hak 
Pengelolaan. 
Penyelesaian sengketa pertanahan dapat berakibat pada pembatalan hak atas 
tanah. Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian 
dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (PMNA/KBPN 
Nomor 9 Tahun 1999), pembatalan hak atas tanah meliputi : 
1. Pembatalan keputusan pemberian hak; 
2.  Pembatalan sertifikat hak atas tanah; 
3.  Pembatalan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan 
tanah. 
Adapun alasan penerbitan pembatalan hak atas tanah tersebut dikarenakan 
hal-hal sebagai berikut : 
1.  Adanya cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian 
hak dan/atau sertifikat hak atas tanahnya; 
2.  Melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
17
 
Pembatalan hak atas tanah tersebut tentunya dilakukan setelah melalui tahap 
pembuktian yang diajukan oleh para pihak di persidangan mengenai hak atas 
tanah tersebut.
18
Adanya kewenangan dari masing-masing badan peradilan tersebut 
dapat menimbulkan sengketa mengenai kewenangan mengadili.  
Dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung, disebutkan bahwa sengketa kewenangan mengadili terjadi: 
1.  Jika 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili 
perkara yang sama;  
2.  Jika 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang mengadili 
perkara yang sama.  
Adanya kewenangan mengadili yang berbeda mengakibatkan apabila suatu 
tuntutan pemenuhan hak (gugatan) ditujukan kepada badan peradilan yang tidak 
berwenang mengadilinya, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima 
(nietontvankelijke verklaard) tanpa memeriksa substansi perkaranya. Tidak jarang 
dalam suatu proses perkara khususnya perkara perdata, di mana secara substansi 
seharusnyagugatan dapat dikabulkan akan tetapi oleh karena tidak dipenuhinya 
formalitas prosedural dalam beracara (hukum acara) maka akan menggagalkan 
penegakkan hukumnya. 
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 Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, PMNA No. 9 
Tahun 1999, bab VI. 
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 Hal ini sesuai dengan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa 
pembuktian atas suatu hak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang terdiri atas : a. alat 
bukti tertulis; b. alat bukti saksi-saksi; c. alat bukti persangkaan; d. alat bukti pengakuan; 
e.alat bukti sumpah. Lihat: Pasal 1866, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Selama ini penyelesaian sengketa pertanahan diajukan melalui Peradilan 
Umum atau PTUN. Hal ini disebabkan dualisme kedudukan sertifikat hak atas 
tanah yang bersumber dari 2 (dua) aspek hukum, yaitu: di satu sisi sebagai 
Keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut KTUN) menurut Pasal 1 
Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 51 Tahun 
2009dan di sisi lain sebagai tanda bukti hak menurut Pasal 31 dan 32 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  
Dengan kata lain, sertifikat tersebut mengandung data fisik dan yuridis yang 
erat hubungannya dengan hak keperdataan seseorang. Adanya dualisme 
kewenangan/kompetensi mengadili antara Peradilan Umum maupun PTUN dalam 
menyelesaikan sengketa pertanahan juga terkait dengan kewenangan BPN dalam 
kewenangannya membatalkan sertifikat hakatas tanah.Ketika Pejabat Kantor 
Pertanahan mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah bagi seseorang atau 
badan hukum perdata, maka tindakan pejabat tersebut masuk dalam kriteria 
keputusan pejabat Tata Usaha Negara, sehingga tunduk pada rezim Hukum Tata 
Usaha Negara.
19
 Sebagai pejabat negara, maka keputusan yang dikeluarkan oleh 
Kepala Kantor Pertanahan berupa sertifikat hak milik atas tanah adalah bagian 
dari hukum Tata Usaha Negara, sedangkan implikasi dari keputusan tersebut 
adalah menimbulkan hak bagi individu yang dituju oleh keputusan tersebut. 
Sertifikat atas tanah yang merupakan  bagian dari KTUN pada sisi yang lain 
juga merupakan pengakuan akan hak dari negara kepada warga negara tentang 
kepemilikan atas tanah, sehingga terdapat pula dimensi hukum keperdataan. 
Secara jelas dapat dikatakan bahwa sertifikat dalam hal ini berdiri pada dua 
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 R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2008, hlm, 88. 
lingkungan hukum yaitu hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Perdata. Oleh 
karena itu, jika terjadi sengketa atas sertifikat tanah, kewenangan mengadili dapat 
dilakukan oleh PTUN maupun Peradilan Umum, tergantung pada kewenangan 
absolut masing-masing peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
Namun permasalahannya adalah menyangkut kepada ketentuan kompetensi 
(kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili persengketaan 
kepemilikan hakatas tanah dengan adanya sertifikat ganda. Dengan adanya 
dualisme kewenangan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dengan 
adanya dua bentuk putusan yang berbeda atas perkara yang 
sama.Ketidakmampuan untuk mewujudkan kepastian hukum akan menimbulkan 
akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan kewibawaan 
lembaga pengadilan menjadi merosot. 
Dalam rangka penyelesaian dualisme kewenangan mengadili dimaksud, 
maka diperlukan adanya upaya-upaya pembetulan (remedy) atas peraturan 
perundang-undangan terkait. Selain itu, diperlukan pula pendekatan penyelesaian 
perkara dengan memanfaatkan sarana non litigasi, yakni melalui mediasi. 
Mediasi
20
 merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat 
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 Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris ”mediation”, yang artinya penyelesaian sengketa 
yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah. 
Rachmadi Usman, 2003. Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Bandung: 
Citra Aditya Bakti, hlm. 79.  Istilah mediasi (mediation) pertama kali muncul di Amerika 
Serikat pada tahun 1970-an. Robert D. Benjamin (Director of Mediation and Conflict 
Management Service in St. Louis Missouri) menyatakan bahwa mediasi baru dikenal pada 
tahun 1970-an dan secara formal digunakan dalam proses alternatif dispute 
resolution/ADR di California, baru pada tahun ini istilah ADR secara resmi digunakan 
oleh American Bar Asociation (ABA) dengan cara membentuk sebuah komisi khusus 
untuk menyelesaikan sengketa. Lihat: Muhammad Saifullah, Sejarah dan Perkembangan 
Mediasi di Indonesia, dalam Mukhsin Jamil (Ed), Mengelola Konflik Membangun Damai 
(Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007), hlm.211. Mediasi sebagai salah satu 
alternatif penyelesaian sengketa secara damai telah dipraktekkan dalam kehidupan 
masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Pada masa kolonial Belanda, lembaga 
pengadilan diberikan kesempatan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, 
dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak 
menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa 
keadilan.Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat 
menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di 
pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan 
dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus 
(ajudikatif).
21
 
Penyelesaian sengketa hukum di bidang pertanahan telah pula di atur dalam 
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, dalam Pasal 3 huruf “n” diatur bahwa 
Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi antara lain pengkajian dan 
penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan, dengan 
organ pelaksananya setingkat Deputi di Pusat (Deputi Bidang Pengkajian dan 
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan) dan Bidang di Kantor Wilayah 
Provinsi.  
Kemudian untuk melaksanakan kewenangan tersebut diterbitkan aturan yang 
menjadi mekanismenya yakni dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan 
Penyelesaian Masalah Pertanahan yang kemudian disempurnakan dengan 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.Sejalan 
dengan ini Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji mengatakan bahwa 
paradigma penyelesaian non-litigasi dalam mencapai konsensus dan berusaha 
                                                                                                                                                               
kewenangan ini hanya terbatas pada kasus-kasus keluarga dan perdata pada umumnya, 
seperti perjanjian, jual beli, sewa menyewa, dan berbagai bisnis lainnya. Hakim 
diharapkan mengambil peran maksimal dalam proses mendamaikan para pihak yang 
bersengketa.Lihat:  Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum 
Adat dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2009, hml.283 dan hlm.287. 
21
 Lihat: Butir menimbang huruf a dan b PERMA No.1 Tahun 2008. 
mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk 
mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah win-win solution.
22
Pentingnya 
peranan mediasi terhadap penyelesaian sengketa di bidang pertanahan didasarkan 
kepada aspek kepastian dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang bersengketa 
dengan pendekatan win-win solution. Banyaknya perkara yang tidak dapat 
dilakukan eksekusi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak terciptanya 
kemanfaatan hukum, untuk itu mediasi menjadi solusi penyelesaian. 
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyikapi hal ini telah 
mengeluarkan beberapa peraturan yang secara khusus mengatur keberadaan 
mediasi, yang diharapkan menjadi jalan keluar atas permasalahan lambatnya 
proses penyelesaian sengketa.
23
 Namun, permasalahannya kelembagaan mediasi 
dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah belum menjadi suatu 
alternatif penyelesaian bagi para pihak yang  bersengketa. Para pihak cenderung 
lebih menggunakan jalur litigasi ketimbang non-litigasi. Di sisi lain, pada jalur 
litigasi terdapat dualisme penyelesaian sengketa, dan ini menimbulkan 
permasalahan ketidakpastian hukum.  
Penelitian disertasi ini dibatasi hanya terhadap dualisme kewenangan dalam 
penyelesaian sengketa kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas tanah oleh Peradilan 
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 Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009. Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, 
Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, hlm.128. 
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 Peraturan dimaksud berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan norma hukum yang menyempurnakan 
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan 
Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengoptimalkan lembaga damai menurut Pasal 130 
HIR/Pasal 154 RBg yang dipandang belum lengkap dan perlu disempurnakan agar 
mampu menyelesaikan permasalahan yang terus berkembang. PERMA No.2 Tahun 2003 
menjadikan mediasi sebagai bagian integral dari proses beracara di pengadilan. 
Selanjutnya, pada saat ini PERMA No.2 Tahun 2003 telah disempurnakan melalui 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan PERMA 
No.1 Tahun 2008). 
 
Umum dan PTUN. Kemudian dilakukan penelitian membangun model 
penyelesaian sengketa kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang sesuai 
dengan tujuan daripada hukum, yakni aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan. 
 
B. Perumusan Masalah 
  Dengan mencermati adanya benturan atau konflik wewenang tersebut, 
maka pokok permasalahan yang menjadi analisis dalam penelitian disertasi ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Mengapa terjadi dualisme kewenangan dalam penyelesaian sengketa 
kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas tanah? Bagaimanakah keberadaan 
Peradilan Umum (PN) dan PTUN dalam penyelesaian sengketa kepemilikan 
Sertifikat Hak Milik atas tanah? 
2. Bagaimana model yang ideal dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan 
Sertifikat Hak Milik atas tanah yang sesuai dengan tujuan hukum? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
1. Tujuan 
Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus 
perbandingan atas penyelesaian sengketa kepemilikan Hak Milik atas tanah antara 
Peradilan Umum dengan PTUN. Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk: 
a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya dualisme kewenangan dalam 
penyelesaian sengketa kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan 
mengetahuikeberadaan Peradilan Umum dan PTUN dalam penyelesaian 
sengketa dan dualisme kewenangan mengadili sengketa kepemilikan 
Sertifikat Hak Milik atas tanah. 
b. Untuk menyusun suatu model penyelesaian yang lebih ideal dalam 
menyelesaikan dualisme penyelesaian sengketa kepemilikan Sertifikat Hak 
Milik atas tanah dalam rangka mewujudkan tujuan hukum. 
2.  Manfaat Penulisan 
Manfaat dalam penelitian ini, dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni 
kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu konsep dalam penyelesaian 
sengketa dualisme penyelesaian sengketa kepemilikan Sertifikat Hak Milik 
atas tanah yang lebih ideal dan memenuhitujuan hukum. Dengan adanya 
model penyelesaian sengketa yang ideal dan memenuhi tujuan hukum ini 
akan meningkatkan kemanfaatan hukum dan kepercayaan masyarakat 
kepada pengadilan juga akan meningkat. 
b. Manfaat Praktis 
Manfaatpraktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah berkaitan 
dengan implementasi secara praktis, yakni diharapkan dapat menjadi bahan 
masukan atas pertimbangan bagi penyusunan, pengambilan kebijakan 
strategis dalam merumuskan dan memformulasikan bentuk penyelesaian 
sengketa kepemilikan hak atas tanah. Setidak-tidaknya hasil kajian hasil 
penelitian disertasi  ini dapat menjadi salah satu sumber bacaan atau 
referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
 
